PUTUSAN
Nomor 0013/PdtG/2017/PA. Tbh

Ml Gan il ) aasy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangadilan Agama Tembilahan yang memaenksa dan mengadili perkare Ceral
Tolak pada Pengadian tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim menjatuhkan Putusan sebagal berdkut dalam perkara antars
Cumur 42 tahun, agama islam, pekerjaan
Patani, lempat tinggal di Jalan Propinst Gang Samudra 1 Parit 4 RT. 002
RW. 018 Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Muly,
Kabupaten Indragin Hilie, sebagal PEMOHON.
MELAWAN
umur 47 tahun, agama lslam, pekedasn PNS,
tempat tinggal o Jalan Pendidikan RT. 11 RW, 04 Kelurshan Pelangiran,
Kacamatan Pelangiran, Kabupaten Indragin Hilie, sebagsi TERMOHON,
Pangadilan Agama tersebut;
Tolah membaca dan mempelajar berkas perkara,
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memaerkss bukti surat dan
saksi-sakel d) parsidangan,
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannys tertanggal
04 Januan 2017 yang telah terdaftar di Kepanitersan Pengadilan Agama
Tombilahan Nomor 0013/Pd G/2017/PA Thbh  mengemukakan hakhal sebagai
berkut
1. Bahwa antara Pamohon dengan Termohon adalah pasangan suami istert sah
(ba'da dukhul), yang menikah pada had Minggu. tanggal 01 September 1006
bertapatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1417 M, sesual dengan kutipan akta
nikah  No 447/17/AX/1006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kacamatan Kataman Kab. Indragir Hilir, tanggal 02 September 1668,
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sempat tinggal
kumpul bersama sebagai suami istert di Palangien, dan mempunyal dus orang
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anak, yang bermama 1) Imki-daki, umur 19 tahun, 2)
perampuan, 15 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon beralan dengan
rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2013 senng tenadi pertengkarsn
dan perselisihan antara Pemohan dan Termohon yang penyebabnys antara
liny;

« Termohon tdak menalankan kewajibannys sebagal istn, sibuk dengan
UrusANNYa sendin;

= Termohon suka marsh-macah dan membenct lerhadap Pemohon;

« Termohon tdak permah mau mendengar nasihat suami,

4, Babhwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tedgadi
sokitar bulan Juni 2018, dimana Pemohon sempat bertengkar dengan Termohon
panyebabnya adalah Termohon tidak melayani Pemohon sebagal suami, yang
akhirmya Termohon pargi meninggatkan tumah, kerumah orang tua Termohon,
dan sampal sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang enam bulan,

S Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamatkan
Pemohon dan Termohon namun tidak berhasi

6, Banwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk terus bertahan hidup dengan
Termohon karena tidak mau mendengar nasehat suami dan tidak mungkin lagi
untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warashmah,

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biays perkara di parsidangan;

Bahwa berdanarkan uraian tersebut diatas, dengen segals kerendahan hatl sudiah

Kiranys Ketua Pengadian Agama Tembilahan Cq. Majels Hakim yang memariksa

dan mengadii perkara inl berkenan menjatubkan putusan sebagai bernkut

1. Mengabulkan Parmohonan Pemohon seluruhnya,

2. Member jin kepada Pemohon untuk menjatubkan
talak satu Ra)'i kepada Tarmohon . i hadapan sidang
Pengadilan Agama Tembilahan,

3. Memarintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatan
PUtUSAn perceraisn tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk tu dan
menebitkan Akta Cerainya;

4. Menetapkan biaya perkara sesual dengan hukum yang berlaku
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Atau fika Majelis Hakim berpendapat lain, mahon kiranya membarikan putusan yang
soadib-adiinya (ex aequo ot bona);

Bahwa pada har persidangan yang telah ditetapkan, Pamohon telah hadir
sendin dimuka persidangan, akan tetapi Termohon tdak hadic dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagal waekil atay kuasanys, meskipun menurut relaas
pangghan Termahon telsh dipanggl secara resmi dan patul, sedangkan tidak
tarmyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup
rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak  melanjutkan
permohonannys, akan tetapi tdak berhasil, maka pemeriksaan perkara i
dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinys tetap
dipertahankan oleh Pemaohon,

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadic, maka ketarangan Termohon tidak
dapat didengar dipecsidangan ini,

Bahwa untuk memperkuat dalil permohanannya, Pemohon telah mengajukan
bukt surat berupa | Fotokopl Buku Kutipan Akta Nikah Nomor | 447/171X/1996,
yang aslinya dikelugrkan oleh Kantor Urusan Agama  Kecamatan Kateman,
Kabupaten Indragirt Hilir, tanggal 02 September 1996, lalu Majelis memaeriksa bukt
surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya temyata cocok, telah bermeteral
cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi
sebagal benkut
1, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan S50, pekeraan

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gerlya Gang Samuders |, Kelurahan

Tombilahan Barat, Kecamatan Tembllahan Hulu, Kabupaten Indragin Milir, saksi

tersebut membaerikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya

sebagal berkut

. Bahwa saksl mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Saudaras
sepupy Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada

tanun 1996 di KUA Kecamatan Kateman, setelah mentkah Pemohon dan

Termohon bartempat tinggal di Pelangiran:
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Bahwa rumah tanggs  Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan
harmonis sebagamana layaknys suami st dan telah dikaruniai 2 orang
anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon,

- Bahwa sejak awal tahun 2013 kesdaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering teradi
poerselsihan dan pertengkaran;

« Bahwa perselisihan dan pertengkaran  Pemohon dengan  Termohon
disebabkan karena Termohon lebih mementingkan urusan diluar rumah
sehinggs pekeraan rumah  menjadi terbengkalal selain #u  Termohon
mempunyal sifat 8gois, mau menang sendini tidak mau mendengar nasihat
Pemohon;

Bahwa hingga sekarang inl antara Pemohon dengan Termohon sudah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebin 6 (enam) bulan karena
Tearmohon pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun
kembali, skan tetapi tidak berhasi,

R Loumur 26 tahun, sgama lslam, pendidikan SMA,
pekedaan Ibu rumah tangge, bertempat tinggal di Jalen Skajuddin RT, 13,
RW.04, Dasa Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hitir, saksi
tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnys yang pada pokoknya
sobaga berkut

Bahwa saks kenal dengan Pemohon dan Termabon karens sebagal Adik
kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istrl menikab tahun 1996
di KUA Kecamatan Kateman, setelah menikah Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di Pelangiran;

- Bahwa rumah tanggs  Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak
sekarang dalam asuhan Termohon;

«  Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan
ticiak harmonis lagi sejak awal tahun 2013 karena sering tedadi perselisihan
dan pertengkacan,
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« Bahwa perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dengan  Termohon
disebabkan karena Termohon tdak menjalankan sebagal istr, sibuk dengan
urusannys sendirl dan tidak mau mendengadkan nasihat Pemohon,

Bahwa hingga sekarang Il antara Pemohon dengan Termohon sudah

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (enam) bulan, Termohon

maeninggakan Pemohon;

« Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun
kembali, akan tetapi tidak barhast,

Bahwa Pemochon telah menyampalkan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya Pemohon tetap pada Parmohonannya,

Bahwa Pemohon selanjutnys menyatakan tidek aken mengajukan sesuatu
apapun dalam perkara ini dan telah menyampalkan kesimpulannya yang pada
pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya seda memohon perkard ini
segers diputuskan,

Bahwa untuk mempearsingkat uraian putusan inl, Majelis cukup menunjuk hal
ihwal sabagaimana talah dicatat dalam Berita Acara,

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  adatah
sebagaimana diuraikan di stas;

Menimbang, bahwa sesual ketentusn Pasal 145 ayat (1) dan (2) R 8g jo
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 1878, Pemohon dan Termohon
telah dipanggil secars resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap
panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadie ol persidangan,
sodangkan Termohon tidak hadic dan tidak pula menyuruh orang lain sebaga
wirkiinya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R Bg permohonan Pemohon
dapat diputus dengan Varstek,

Menimbang. babwa sesual ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang.
Undang Nomor 7 Tahun 1880 tentang Peragilan Agama yang telah dibah yang
kedua kalinya dengen Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama
pemerksaan pearkara ini Majels telah berusaha mendamaikan dengan ocara
menasinatl Pemohon agar rukun kemball dengan Termonhon, akan ftetapl tdek
berhasi,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadic, maka perdamaian
melalul mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung
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Republk Indonesia Nomar = 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksansken, Degitu juge
ketarangan Termonon tidak dapat didengar di parsdangan,

Menimbang, bahwa dalam hal inl Majelis Hakim periu mempertimbangkan
tortang hubungan hukum antars Pemohon dengan Termohon tereblh dabuly, maks
berdasarkan buktl P (Kutipan Akta Nikah), temyate adalah skt autentik terbukti
bahwa Pemohon adalah suami sah Temohon, menikah pada tanggal 01 September
1006, dengan demikian Pemohon dan Tarmohon adatah orang yang berkepentingan
dan patut manjadi pihak-pihak dalam perkarm ini,

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supays diber izin
untuk menguoapkan kear talak satu ra)t atas dint Termohon dengan alasan-alasan
pada pokokhys karens

« Termohon fidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, sibuk dengan
urusannya sendie;

« Termohon suka marsh-marah dan membenct terhadap Pemohon;

*  Termohon tidak pemah mau mendengar nasibet suami;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dall dan alasan
permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat (P) dan 2 (dua)
orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mans Majelis akan mempertimbangkan berikut
ini

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagat conditio
gine guancon, telah dipertimbangkan terdebih dahulu dalam perkacs 0l sehinggs
tidak periu dipertimbangkan kembali,

Menimbang, bahwa buktl dus orang sakal, tlermyats keduanys adalah orsng-
orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan
ketarangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang
bersumber darl penglihatan dan pendengaran sendin, dan keterangan satu dengan
Ininnya telah saling mendukung serta telsh sesusi dengan dalib-dalil dan alasan
pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksisaks! tersebul dipandang
telah memenuhi syarst formil dan materil pembuktion, sehinggs keterangan saksi-
saksi & quo telah dapat diterima sebagal buktl yang cukup mendukung kebenaran
dalil-dalil dan alasan parmohonan Pemohon datam perkara i |

Menimbang, bahwa dan permohonan Pemohon yang didukung bukti-bukti P
dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat

Mal @ dan 10 Put, No. 0013 /Pt G201 7/PA. Toh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



manemukin fakta sebagal berkul .

. Bahwa Pemohon adaleh istr dari Termohon, menikah 01 Seplember 1606 di
KUA Kacamatan Kateman, Kabupaten Indragin Milic dan telah dikarunial 2 arang
anak sekarang dalam ssuhan Termohon,

- Bahws swalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukuft dan harmmonis
nemun sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Temohon sudah
tidak rukun dan tidek harmaonis lagi sering terjadi perselisihan dan perengkaran
yang sudah sulit untuk di damalkan lagi yang penysbabnyix karenda Termohon
lobih memaentingkan urusan sendir  sehingga  pekedaan  rumah menjadi
terbengkalal dan Termohon juga tidisk mau mendengar nasihat Pamohon,

~ Bahwa sekarang inl antare Pemohon dengan Termohon sudah barpisah tempat
tinggal lebih kurang & (anam) bulan karena Termohon pergl meninggalkan
Pamohon;

. Bahwa upays damai telah difakukan oleh pihak keluargs namun tidak perhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas. Majelis berpendapat
dalil-dalil dan alasan parmohonan Pemohion telah terbukti kebenarannya, dan rumah
tangga Pemohon dengan Termohon dipandang tolah sampai pada kondisi pecan

(broken marmage) yang sudah sangat sulit untuk disatukan sena tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. hal ini sesusl dengan

Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874 |

Menimbang, bahwa pecahnys rumah tangga Pemohon dengan Termohon
dapat ditihat dart fakta di mana telah terjadi perselisihen dan partengkaran antarg

Pemohon dengan Termohon yang berakhic pisah tempat tinggal selamas 8 (anam)

bulan, serta upaya damal yang dilakukan balk oleh pihak keluarga maupun aleh

Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah

merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sult

untuk disatukan serta tidak ada lagl harapan akan hidup rukun dalam membing
rumah tangon,

Menimbang, bahwa selanjutnys  juga  Majelis  Hakim periu  untuk
mengetengahkan dell syar't delam AlL-Quran surat Al-Bagarsh ayat 226 yang

Majelis Hakim ambil sebagal pendapat Majelis dalarm memutus porkars inl yakni:

b

¢ " “ of e DPouwe , - .y g g
by g 3 Paan deah QUG G
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Artinya . “Talek (yang depat diryjuk) fu dus kali, setelah itu boleh dinguk dengan
cirn yang ma'rul atau menceraikan dengan carn yang baik’;

Dart dall tersebut dapst ditarik pengertian, apabila perkewinan  sudah  sult

dipertahankan |agi, maka jalan keluamya adalah perceraian dengan cara yang bk,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas,
Majelis barkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diber izin mengucapkan
ikrar talak atas dinl Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana
ditentukan datam Pasal 18 huruf (b) dan huruf (f) Persturan Pemarintah Nomor §
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf () Kompilas) Hukurm Islam, oleh karena
ity sosual ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1988 tentang
Poradiian Agama yang telah diubah yang kedus kalinya dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka parmohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan,

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon supayn
salinan penetapan disampakan kepada Kantor Urusan Agama tempal tinggal
Pamohon, Termohon dan tempatl perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim
memernntabkan  kepada Panitera  Pengaditan  Agama  Tembilahan  untuk
menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepads Kamtor Urusan Agama yang
wilayahnya meliputl tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan
Agama ditempat parkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk ity

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal B9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1980 tentang Peradian Agama yang telah diubah untuk kedua kalinys
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000, makas semus blaya perkara ini
dibebankan kepada Pemobon,

Memperhatikan, pasalpasal dar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1689
tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2000, dan peraturan perundang-undangan, sefta dalil
syar'| yang berkenaan dengan perkara int

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggl dengan resmi dan patul untuk

menghadap di pecsidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek,

Hal 8 dart 10 Put. No. 0013 A%t G201 7/PA. Toh,
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3. Memberl izin kepada Pemohon untuk
menjatubkan talak satu rafi terhadap Termohon di
depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan,

4. Memerintahkan Paniters Pengadilan Agama Tembilahan untuk  mengiimkan
salinan Penetapan lkrar Talak setelah krar talak dilaksanakan kepada Kantor
Urusan Agama  Kecamatan Kateman, Kantor Urusan Agama  Kecsmatan
Tembilahan Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran Kabupaten
Indragirt Milie, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk i,

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumiah
Rp.1.491.000,- (safu juts empal ratus sembian puluh satu abu nipiah),

Damikian putusan ini dijstubkan berdasarkan musyawarah Majelts Hakim
Pengadilan Agama Tembilahan pada harl Senin tanggal 08 Maret 2017 Masehi
berepatan dengan tanggal 7 Jumadi Tsani 1438 Hijdyah, oleh kami YENI
KURNIATI, §.H.1. sebagal Hakim Ketus Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.1. dan
FATHUR RIZQI, S H 1 masing-masing sebagal Hakim Anggota, Putusan mana
pada han itu juge diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum
yang didampingl oleh  Hakim-hakim  Anggots tersebut, dengan ISKANDAR
ZULKARNAINI, 8 Ag. sebagal Panitera Pengganti serta dihadin Pemohon tanpa
hadirnya Termohon,

KETUA MAJELIS

’ {
el
YENI KURNIATIL, §.M.1
HAKImGOTA HAKIM ANGGOTA
RIKI DERMAWAN, S.H.| FATHUR RIZQL, S M.

PANITERA PENGGANT!

.«n“""#’ "
o |

ISKANDAR ZULKARNAINI, §.Ag.

Mal. § dart 10 Put. No, 0013 /Pt G/2017/PA Thh,
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Rincian Biaya Perkara .

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 1.400.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000.-
5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
Jumlah = Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan

ouluh satu ribu rupiah),

Hal. 10 dani 10 Put. No. 0013 /Pdt. G/2017/PA.Tbh,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 10
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